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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 528/Pdt.G/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan  Agama Payakumbuh yang  memeriksa  dan mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Gusfifa  binti  Jalil, Tempat  tanggal  lahir  16  Agustus  1964,  Agama  Islam,

Pendidikan  Strata satu (S1),  Pekerjaan Jualan,  Tempat  kediaman di

Jalan Syuhada No. 21  Parak Batuang, RT. 003 RW. 002, Kelurahan

Parak  Batuang,  Kecamatan  Payakumbuh Barat,  Kota  Payakumbuh,

sebagai Penggugat;

Melawan

Misdiono bin Miskan,  Tempat tanggal lahir Sawah Lunto 17 Agustus 1962,

Agama Islam,  Pendidikan  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  Pekerjaan

Jualan, Tempat  Kediaman di Jalan Syuhada No. 26  Parak Batuang,

RT. 003 RW. 002, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh

Barat, Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-

bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  surat  gugatannya  tanggal  15

Oktober  2018  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor 528/Pdt.G/2018/PA.Pyk,

dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

pada tanggal 23 November 2009 yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah

Nomor;  06/01/X/2018, yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kota Payakumbuh, pada

bulan Oktober 2018. 
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah

tangga  di  rumah orang  tua  Penggugat  di  Jalan  Syuhada  No.  21  Parak

Batuang,  RT.  003  RW.  002,  Kelurahan  Parak  Batuang,  Kecamatan

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa  sejak  awal  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang disebabkan karena Anak bungsu Tergugat sangat tidak menghargai

Penggugat  sebagai  Ibu  tirinya,  anak  bungsu  Tergugat  sering  bersikap

seperti  tidak  menyukai  Penggugat  seakan  tidak  menyetujui  Tergugat

menikahi  Penggugat,  hal  ini  terlihat  dari  setiap  kata-kata  maupun  sikap

anaknya  tersebut  ketika berhadapan dengan Penggugat,  yang membuat

Penggugat  sangat  tidak  nyaman,  ketika  Penggugat  mengadukan  sikap

anaknya tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu terkesan membela anak

bungsunya  tersebut,  hingga  hal  ini  sering  memicu  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  dan  karena  permasalahan  ini,  Tergugat

pernah  2  kali  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama  dengan  membawa

semua pakaian Tergugat selama 1 minggu, kemudian kembali lagi setelah

Penggugat jemput.   
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  pada  tanggal  27  Maret  2018,  yang  disebabkan

karena  Tergugat  tidak  memberitahu  Penggugat  tentang  anak  bungsu

Tergugat  yang  mulai  bekerja  membantu  usaha  Tergugat,  sedangkan

gudang tempat usaha Tergugat tersebut berada di depan rumah Penggugat

dan Tergugat, padahal Tergugat mengetahui bahwa selama ini anak bungsu

Penggugat  sangat  tidak  menyukai  Penggugat,  saat  itu  Penggugat

mengusulkan  agar  Tergugat  menyuruh  anak  bungsu  tersebut  untuk

meneruskan kuliah  saja,  sebab Penggugat  takut  nantinya anak tersebut

malah bersikap semakin  tidak  baik  yang  membuat  perasaan Penggugat

kurang nyaman, mendengar hal itu, Tergugat malah marah-marah kepada

Penggugat,  hingga  terjadilah  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat,  akhirnya  keesokkan  harinya,  pada  tanggal  28  Maret  2018,
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Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dan

sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  pernah pulang lagi  yang  sampai  sekarang

sudah selama 7 bulan. 
6. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  sudah  berusaha  untuk

memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

sebab  Penggugat  tidak  bisa  lagi  menerima  sikap  Tergugat  yang  masih

membela sikap anaknya.
7. Bahwa  sekarang  Tergugat  menetap  di  Jalan  Syuhada  No.  26  Parak

Batuang,  RT.  003  RW.  002,  Kelurahan  Parak  Batuang,  Kecamatan

Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat

berkesimpulan tidak mau lagi  untuk melanjutkan tali  perkawinan dengan

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  memutuskan  akan  bercerai  dari

Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  dalam

menyelesaikan perkara ini  bersedia untuk  membayar  segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  memohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

tersebut untuk menetapkan hari  persidangan perkara ini  dengan memanggil

kedua belah pihak dan  selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (Misdiono  bin  Miskan)

terhadap Penggugat (Gusfifa binti Jalil);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  yang seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil

dan majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

proses mediasi dengan Mediator Dra.Hj.Ernawati,SH Hakim Pengadilan Agama

Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa surat  gugatan Penggugat  telah  dibacakan yang pada pokoknya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat  tersebut  jawaban Tergugat  tidak dapat

didengar, karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 06/01/X/2018 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh

Barat  Kota  Payakumbuh,  bulan  Oktober  2018,   yang  telah  bermeterai

cukup,  telah  di-nazegeling,  oleh  Ketua Majelis  telah  dicocokkan  dengan

aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Virta Kurniaty binti  Masyurdin,  umur 48 tahun,  agama Islam,

pendidikan  SMEA,  pekerjaan  Ibu  rumah tangga,  bertempat  tinggal  di

Bunian Rt  02 Rw 01 Nomor 40 Kecamatan Payakumbuh Utara,  Kota

Payakumbuh.  Di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah teman Penggugat ;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  menikah  dengan

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syuhada Nomor 21

Parak Batuang Rt 03 Rw 02 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan

payakumbuh Barat,  Kota Payakumbuh.
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  awalnya  rukun

tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar;  setiap  terjadi  permasalahan  dalam  rumah

tangga Penggugat sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena anak Tergugat (anak

tiri Penggugat) tidak menghargai Penggugat sebagai ibu tirinya, anak

Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat yang menyakiti

hati  Penggugat karena anak Tergugat  tidak menyetujui  Penggugat

menikah  dengan  Tergugat  karena  anak  Tergugat  mengharapkan

Tergugat rukun lagi dengan mantan istrinya;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan

tetapi tidak berhasil;

2. Sri  Kabahasti  binti  M.Natsir,  umur  59  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SMEA,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,   bertempat  tinggal  di

Kaning Bukik Nomor 3 A,Rt  01 Rw 01 Kecamatan Payakumbuh Utara,

Kota Payakumbuh. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah kakak sepupu Penggugat ;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  menikah  dengan

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal 23 November 2009;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Syuhada Nomor 21

Parak Batuang Rt 03 Rw 02 Kelurahan Parak Batuang Kecamatan

payakumbuh Barat,  Kota Payakumbuh.
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  awalnya  rukun

tetapi  sejak tahun 2012 tidak rukun lagi  sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar;,  setiap  terjadi  permasalahan  dalam  rumah

tangga Penggugat sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena anak Tergugat (anak

tiri Penggugat) tidak menghargai Penggugat sebagai ibu tirinya, anak

Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat yang menyakiti

hati  Penggugat  karena anak Tergugat  tidak  menyetujui  Penggugat

menikah  dengan  Tergugat  karena  anak  Tergugat  mengharapkan

Tergugat rukun lagi dengan mantan istrinya;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  mengusahakan  perdamaian,  akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup ;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  mencukupkan   pembuktian

sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  dengan

gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan

Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  dan  Pengadilan  Agama  Payakumbuh  secara  relatif

berwenang  mengadili  perkara  tersebut  sesuai  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat

diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut dan telah menghadap sendiri dipersidangan sesuai ketentuan Pasal

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  maksud  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Pasal  31  ayat  (1)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses

mediasi  dengan  Mediator  Dra.Hj.Ernawati,SH  Hakim  Pengadilan  Agama

Payakumbuh,  ternyata  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  damai,  dengan

demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam

perkara  ini  adalah  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak

rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai ibu tirinya karena anak bungsu

Tergugat  tidak  menyukai  Penggugat  menikah  dengan  Tergugat  akibatnya

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sampai  sekarang

sudah 7 bulan;

Menimbang, bahwa  jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena

Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

----        Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat

bukti tertulis P  dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan

dinilai oleh majelis sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  P  yang  diajukan

Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi
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sah  dari  suatu  akta  otentik,  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  telah  di-

nazegeling,  serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok,  dengan  demikian  alat  bukti  P  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan

formil.  Di  samping  itu,  alat  bukti  P  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat

diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

sah  sehingga  secara  formil  Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan

dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa terhadap  alat  bukti  berupa  dua  orang  saksi  yang

diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang

saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-

masing  telah  hadir,  dalam  hal  ini  secara  pribadi  (in  person),  di  depan

persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  serta

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara

materil,  keterangan  saksi  pertama  Penggugat  menerangkan  tentang  telah

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada

Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, dan sejak lebih kurang 7

bulan  yang  lalu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal tanpa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang

sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling

menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan

dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  oleh  karena  itu  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan

materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat  bukti  yang

telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah

dikonstatir sebagai berikut:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa benar   Penggugat   dan Tergugat telah terikat  sebagai  suami isteri

yang sah sejak tanggal 23 November 2009 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  benar  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  karena  anak  Tergugat  tidak  menghargai

Penggugat  dan  anak  Tergugat  tidak  suka  Penggugat  menikah  dengan

Tergugat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-Menimbang,  bahwa  karena  didalam  petitumnya  Penggugat  menuntut

beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan

satu persatu petitum Penggugat;

  Menimbang,  bahwa  pada  petitum point  1  Penggugat  menuntut  agar

dikabulkan  gugatannya,  maka  Majelis  akan  menganalisa  dan

mempertimbangkan  terlebih  dahulu  petitum  pada  point  2  s/d  3,  setelah  itu

petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  salah  satu  alasan  perceraian

sebagaimana  yang  diajukan  Pemohon  adalah  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah

terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal
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07 Agustus 2018 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama

lebih dari  7 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali  antara Penggugat dan

Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit

didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat

dari Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat,

pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena

tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau

memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam

batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan

tersebut, pertengkaran suami istri  sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui

keterangan orang lain.  Kendatipun demikian,  terjadinya pisah tempat  tinggal

sejak Maret  2018 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari  7 bulan, tanpa

adanya komunikasi  antara Penggugat  dan Tergugat  dan tanpa didasari  oleh

alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  yang  terus

menerus;

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  objektif  kehidupan  rumah  tangga

seperti  terurai  di  atas,  Majelis  menilai  rumah  tangga  seperti  itu  tidak  lagi

mencerminkan  sebagai  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  bahagia  karena

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak

ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  majelis

berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat  dengan Tergugat  sudah

tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya

akan  menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar  bagi  kedua  belah  pihak,

sementara kaidah hukum menyatakan:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درؤ

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat
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Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang

menjadi  penyebab  dari  kondisi  tersebut,  majelis  berpendapat  bahwa  rumah

tangga Penggugat  dengan Tergugat  tidak  mungkin  dipertahankan lagi  untuk

saat ini,  karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal

dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  dan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah

warrahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan,

sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  Penggugat  pada  point  3  untuk

membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  dan  Pasal  90  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta  Pasal

91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah

dianalisa dan dipertimbangkan,  maka petitum Penggugat  pada poin 1 dapat

pula dikabulkan; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (  Misdiono  bin  Miskan  )

terhadap Penggugat ( Gusfifa binti Jalil);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 371.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
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Demikianlah  diputus  dalam  rapat  permusyawaratan  majelis  Pengadilan

Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 19 November 2018  bertepatan

dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z,S.H,

M.A.  sebagai  Ketua  Majelis,  dihadiri  oleh  Dra.  Hj   Dewi  Warti,  dan  Rahmi

Mailiza Annur, S.H.I Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua Majelis

tersebut  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua

Majelis tersebut serta Novtri  Nelli  SH,  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

HAKIM ANGGOTA                                            KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Dewi Warti                                      Dra. Hj. Ratnawaty Z,S.H,M.A

                                                              
        HAKIM ANGGOTA                                            

            

      Rahmi Mailiza Annur, S.H.I 

     PANITERA PENGGANTI

                                                                             

Novtri Nelli SH 

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran---------------------:  Rp.  30.000,00

2. Biaya Pemberkasan----------------------------------------:  

Rp    50.000,00

3. Biaya Panggilan   ---------------------:  Rp  280.000,00

4. Biaya Redaksi          ------------------:  Rp      5.000,00

5. Biaya Materai     -----------------------:  Rp      6.000,00

Jumlah               : Rp  371.000,00   (tiga  ratus  tujuh  puluh  satu  ribu

rupiah);
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